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PERDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari‟ah dan 
Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 
b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisa Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkandengan tanda 
dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab 
dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut: 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa sa Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H 
Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai Z Zet 
ix 
 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Sad S Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D 
De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ta T Te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Z 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain „ koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa Fa Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ي Ya Y Ye 
 
x 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau monoflong dan vokal rangkap atau ditlong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ـَــ Fathah a A 
ـِــ Kasrah i I 
ـُــ Dammah u U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. َةَتَك Kataba 
2. َرِكُذ Zukira 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasi gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ي ـَـ    Fathah dan ya ai a dan i 
و ـُـ Fathah dan wau au a dan u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. َفْيَك Kaifa 
2. َلْىَه Haula 
 
 
 
xi 
 
Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
 
Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي ا ـَـ 
Fathah da alif atau 
ya 
A a dan garis di atas 
ي ـِـ Kasrah dan ya I i dan garis diatas 
و ـُـ Dammah dan wau U u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. َلاَق Qaia 
2. َلْيِق Qila 
3. ُلْىُقَي Yaqulu 
  Rama 
 
3. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yan akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta 
Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ِلاَفْطَلاْا ُةَضْوَر Raudatul atfal 
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4. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sisttem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  Robbana 
2.  Najjala 
 
5. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل ا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qomariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata 
sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  Ar-rajulu 
2.  Al-jalalu 
 
6. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak di 
awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  
 
 
xiii 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  Akala 
2.  Ta‟khuduna 
3.  An-Nau‟u 
 
7. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasi huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu 
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama 
diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah 
nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan 
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak 
digunakan. 
Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1.  Wa ma Muhaamdun illa 
rasul 
2.  Al-hamdu lillahi rabbil 
„alamina 
  
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka 
penulisan kata tersebut dalam transliterasi bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa 
dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
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Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1.  ُرْيَخ َىُهَل َللها َنْاَو
َنْيِقِزاَرلا 
 
Wa innallaha lahuwa khair 
ar-raziqin/ Wa innallaha 
lahuwa khairur-raziqin 
2.  Fa aufu al-Kaila wa al-
mizana/ Fa auful-kaila wal 
mizana 
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ABSTRAK 
 
The immersed of monetary that happened last years in society Indonesia has 
collective impact. But actually this case can be solved with a religious contribution as the 
strategy of intuitions social. A religious contribution is Islamic education on spiritual 
dimension (top down) also solution to press problematic around the society prosperous 
(bottom up). 
In Polokarto, Sukoharjo regency area has 83.307 populations. In there are religious 
contribution 259 land with wide 118.509 M
2. It’s not flow of liquid the fund religious 
contribution from local and foreign yet. This case can be managed and developed optimally 
because it can improve the society prosperous in there. 
Thesis Meri Puji Lestari NIM (30 06 22 008) program study Al-Ahwal Al Syakhshiyah 
Syariah and Islamic Economy Faculty IAIN Surakarta with the title “A Practice of 
Management and Development as Reflected on the Fund of religious Contribution in KUA 
Polokarto, Sukoharjo Area According to Institution of Law No. 41,2004”. This thesis is a 
result land of research using the qualitative approach. 
The result from this research such as: 1) In Generally, A Practice of Management and 
Development as Reflected on the fund of religious Contribution in KUA Polokarto, Sukoharjo 
Area still using conventional method that is hold on education place (TPA, Islamic School, 
Religious Boarding School) and the other place to prayer that has been consumptive. This 
case caused some factors such as: weakness knowledge the person who holds the religious 
contribution, it’s about a method the development religious contribution world. This is an 
obligation for the Institution of religious contribution more intensive to do socialization in 
society and to accompany the person who holds the management and development religious 
contribution.  This other case that is the recruitment the person who holds the religious 
contribution that is not their competence, not have background which based on the 
agreement of allocation the religious contribution. If selects the person who holds the 
religious contribution is well based the professionalism in next future. 2) Like the 
development judicial is not going out from law line. But the development will be optimally if 
the people who hold religious contribution are spirited to penetration for new innovation in 
order the religious contribution are developed in productive manner and not going out from 
agreement of allocation. 
Key words: Management, Development, A Religious contribution, Productive 
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ABSTRAK 
 
The immersed of monetary that happened last years in society Indonesia 
has collective impact. But actually this case can be solved with a religious 
contribution as the strategy of intuitions social. A religious contribution is Islamic 
education on spiritual dimension (top down) also solution to press problematic 
around the society prosperous (bottom up). 
In Polokarto, Sukoharjo regency area has 83.307 populations. In there are 
religious contribution 259 land with wide 118.509 M
2. It’s not flow of liquid the 
fund religious contribution from local and foreign yet. This case can be managed 
and developed optimally because it can improve the society prosperous in there. 
Thesis Meri Puji Lestari NIM (30 06 22 008) program study Al-Ahwal Al 
Syakhshiyah Syariah and Islamic Economy Faculty IAIN Surakarta with the title 
“A Practice of Management and Development as Reflected on the Fund of 
religious Contribution in KUA Polokarto, Sukoharjo Area According to 
Institution of Law No. 41,2004”. This thesis is a result land of research using the 
qualitative approach. 
The result from this research such as: 1) In Generally, A Practice of 
Management and Development as Reflected on the fund of religious Contribution 
in KUA Polokarto, Sukoharjo Area still using conventional method that is hold on 
education place (TPA, Islamic School, Religious Boarding School) and the other 
place to prayer that has been consumptive. This case caused some factors such 
as: weakness knowledge the person who holds the religious contribution, it’s 
about a method the development religious contribution world. This is an 
obligation for the Institution of religious contribution more intensive to do 
socialization in society and to accompany the person who holds the management 
and development religious contribution.  This other case that is the recruitment 
the person who holds the religious contribution that is not their competence, not 
have background which based on the agreement of allocation the religious 
contribution. If selects the person who holds the religious contribution is well 
based the professionalism in next future. 2) Like the development judicial is not 
going out from law line. But the development will be optimally if the people who 
hold religious contribution are spirited to penetration for new innovation in order 
the religious contribution are developed in productive manner and not going out 
from agreement of allocation. 
Key words: Management, Development, A Religious contribution, Productive 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, 
senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik (materiil) dan mental 
(spiritual) antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup 
terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya 
kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan 
kesatuan bangsa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan 
nasional. 
Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikan 
di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf sudah ada sejak Islam masuk ke 
Nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan 
agama Islam di Indonesia. Cukup lama praktik wakaf dari masa ke masa tidak 
didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya. Praktiknya perwakafan 
selama ini hanya berpedoman  pada kitab-kitab fikih tradisional yang disusun 
beberapa abad yang lalu, sehingga banyak hal sudah tidak memadai lagi. 
Pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur, dan praktik perwakafan 
dalam bentuk peraturan masih relatif baru, yakni sejak lahirnya Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Tentang 
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wakaf juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang 
pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Beberapa 
peraturan perundang-undangan dirasakan masih belum memadai karena masalah 
wakaf masih terus berkembang dan masyarakat memerlukan pengaturan yang 
komprehensif tentang wakaf.
1
 
Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara 
konvensional yang mungkin rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit 
yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya 
penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang 
tidak bertanggung jawab, dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda 
wakaf yang diperjualbelikan. Keadaan ini tidak hanya berdampak buruk kepada 
perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam 
yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari 
ibadah kepada Allah swt. Menyadari tentang keadaan ini, para pihak yang 
berwenang telah memberlakukan beberapa peraturan tentang wakaf untuk 
dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Namun peraturan-peraturan yang telah 
dikeluarkan itu dianggap masih belum memadai dalam menghadapi arus 
globalisasi saat ini, maka diperlukan peraturan baru tentang wakaf yang sesuai 
dengan situasi dan kondisi saat ini.
2
 
Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, 
                                                             
1 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 
2006), hlm. 254. 
2 Ibid, hlm. 98. 
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antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik bagi kelompok 
orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. Di 
samping itu, peraturan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan 
melindungi para nazhir dan peruntukan wakaf (maukuf ‘alaih) sesuai dengan 
manajemen wakaf yang telah ditetapkan. Lebih jauh dalam undang-undang ini 
digantung harapan agar terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan 
dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang sedang 
digalakkan  saat ini. Diharapkan aset wakaf menjadi sumber pendanaan bagi 
pembangunan ekonomi Islam yang dapat mensejahterakan masyarakat.
3
 
Dibandingkan dengan pelaksanaan wakaf di negara-negara Islam, 
pelaksanaan wakaf di Indonesia masih jauh ketinggalan. Selama ini pelaksanaan 
wakaf di Indonesia masih berorientasi kepada sarana peribadatan seperti masjid, 
sekolah, kuburan, dan sarana keagamaan lainnya. Pengelolaan wakaf di beberapa 
negara Islam seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Turki sudah dilakukan dengan 
manajemen yang baik. Wakaf juga sudah tidak lagi terfokus kepada sarana 
peribadatan, tetapi ruang lingkupnya sudah diperluas yakni seluruh harta 
kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berwujud dan 
tidak berwujud, juga sudah dikenal wakaf uang, logam mulia, surat berharga, 
kendaraan tranportasi, hak kekayaan intelektual, hak sewa, hak pakai, dan 
sejenisnya. Di negara-negara Islam lainnya telah mengeluarkan berbagai peraturan 
                                                             
3 Ibid, hlm. 67. 
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untuk melindungi dan memberi rasa aman kepada para pengelola wakaf dengan 
pengawasan yang cukup ketat.
4
 
Di masa pembangunan yang sedang giat-giatnya dilakukan sekarang ini, 
masalah tanah menjadi hal yang penting sekali. Dari data yang diketahui, tanah 
wakaf yang ada di desa maupun di kota sangat luas. Potensi yang demikian itu 
seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya guna menunjang kemakmuran dan 
kesejahteraan umum sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. 
Menurut data yang ada, luas tanah wakaf di seluruh Indonesia pada tahun 
2010 mencapai 3.312.883.317,83 m
2 
(tiga miliar tiga ratus dua belas juta delapan 
ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas koma delapan puluh tiga meter 
persegi).
5
 Menurut data yang ada di Kementrian Agama Kabupaten Sukoharjo 
KUA Kecamatan Polokarto sampai bulan Desember 2011 menunjukkan bahwa 
tanah wakaf yang ada di Polokarto sebanyak 259 lokasi dengan luas 118.509 m
2
 
(seratus delapan belas ribu lima ratus sembilan meter persegi), 93% sudah 
bersertifikat dengan luas 98.268 m
2
 (sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam 
puluh delapan meter persegi). Sedangkan yang belum bersertifikat dengan luas 
20.241 m
2
 (dua puluh ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) dalam proses 
BPN 18.337 m
2
 (delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan 
belum proses BPN 1904 m
2
 (seribu sembilan ratus empat meter persegi). 
                                                             
4 Ibid. hlm. 236 
5  http://republika.co.id. Penggunaan tanah wakaf di Indonesia sebagian besar 68% 
digunakan untuk keperluan tempat ibadah, 8,51% digunakan untuk keperluan pendidikan, 8,40% 
digunakan untuk keperluan kuburan, 14,60% digunakan untuk lain-lain. 
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Upaya untuk mengembangkan cita-cita dari tujuan perwakafan tersebut, 
salah satunya dari sekian banyak Lembaga atau Yayasan di Indonesia adalah 
KUA (Kantor Urusan Agama) yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan 
Polokarto yang melakukan pengelolaan dan mengembangkan tanah wakaf sebagai 
wahana pengembangan peradaban umat, baik dalam bentuk pengembangan 
tempat-tempat peribadatan ataupun pengembangan pendidikan keagamaan. 
Melihat potensi peranan instansi Kantor Urusan Agama yang besar 
khususnya dalam menangani persoalan wakaf, maka penulis tertarik untuk 
meneliti lebih jauh, terutama mengenai bagaimana praktik pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf. Wakaf merupakan ajaran yang harus 
dikembangkan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran agama dan 
Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tetapi pemeliharaan dan pengelolaan 
tanah wakaf belum bekerja secara efektif, dan tidak jelas. Pengurusan tanah wakaf 
pada umumnya tidak dilakukan dengan secara profesional dalam arti adminitrasi 
yang tidak teratur, lemahnya manajemen, ataupun faktor SDMnya. 
Mengingat sangat pentingnya tanah wakaf untuk dikelola dan 
dikembangkan secara profesional yang dikarenakan wakaf adalah sumber dana 
yang potensial bagi peradaban umat, maka penulis berminat untuk mengangkat 
judul Praktik pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif Di 
KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Menurut Undang-Undang 
Wakaf No. 41 Tahun 2004. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas supaya 
lebih fokus dan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pembahasannya, maka 
penulis akan membatasi permasalahan, yaitu: 
1. Bagaimana praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
produktif di wilayah administrasi KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo? 
2. Bagaimana praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
produktif di wilayah administrasi KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan: 
Untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf produktif di wilayah administrasi KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan mengetahui dan memahami tentang praktik dan perkembangan 
wakaf, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan konstribusi positif dan 
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bermanfaat dikalangan organisasi-organisasi Islam atau yayasan-yayasan Islam 
serta pengelola wakaf khususnya dan umat Islam di Indonesia umumnya. Adapun 
manfaat tersebut antara lain: 
1. Bagi kalangan akademis 
Dengan mengetahui dan memahami terhadap praktik pengelolaan dan 
pengembangan wakaf produktif, diharapkan memberikan konstribusi dalam 
menganalisa secara kritis terhadap Undang-undang Republik Indonesia No. 
41 Tahun 2004 tentang wakaf, terutama bagi mahasiswa yang bergelut 
dibidang agama, dosen dan para pemerhati hukum Islam untuk dapat 
dijadikan suatu bahan pertimbangan dalam menyikapi wacana yang 
berkembang dikalangan masyarakat. 
2. Bagi pengelola wakaf 
Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kritis dalam pengelolaan harta 
benda wakaf, sehingga kedepannya harta benda wakaf dapat benar-benar 
difungsikan secara maksimal, mengingat wakaf merupakan sumber dana yang 
sangat potensial setelah system zakat, apabila dikelola dengan baik dan 
profesional. 
3. Bagi masyarakat secara keseluruhan 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dibaca oleh masyarakat luas di 
seluruh Indonesia, sehingga dapat menumbuhkan semangat untuk berwakaf, 
serta membuka pengetahuan bahwa tidak hanya tanah saja yang dapat 
diwakafkan, akan tetapi dapat berupa harta benda apa saja yang dapat diambil 
manfaatnya dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan Undang-undang 
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Negara. Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau sumbangan pikiran kepada 
pemelihara atau pengelola harta benda wakaf produktif. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut 
kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima’iyah (ibadah sosial). Karena 
wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah mengabdikan kepada Allah 
swt dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. Masyarakat mewakafkan hartanya di 
samping didorong untuk kepentingan umum juga yang paling penting karena 
motivasi spiritual. Kuatnya motivasi keagamaan dari masyarakat Islam untuk 
mewakafkan hartanya sering mempengaruhi keengganan masyarakat untuk diatur 
secara administratif. Bagi mereka wakaf harta termasuk urusan agama sehingga 
tidak perlu diatur secara administratif yang dianggap menghambat atau tidak 
praktis pelaksanaannya. 
Di Indonesia pengaturan wakaf pertama kali baru dimulai sejak awal abad 
ke-20 yang dilakukan pihak kolonial Belanda dan mengalami perkembangan 
sampai tahun 2004. Selama ini, praktik perwakafan yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai 
kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, kurang 
memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh, baik ditinjau dari pemberian 
motivasi maupun pengelolaannya. Akibatnya dapat dirasakan hingga kini, terjadi 
penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf sesungguhnya. Disamping 
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tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang tidak diketahui 
datanya, bahkan wakaf masuk kedalam siklus perdagangan atau beralih tangan 
pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan ini, tidak hanya karena 
kelalaian atau ketidak mampuan dalam mengelola dan mengembangkan harta 
wakaf karena sikap masyarakat yang kurang perduli atau belum memahami status 
harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai 
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. 
Melihat fenomena itu, pemerintah berkewajiban untuk meminimalisir 
dampak negatif akibat kurang jelasnya status wakaf. Karena pemerintah berfungsi 
sebagai wakil Negara untuk pengelola secara administrasi agar tercipta 
pemberdayaan wakaf secara aman, dan sesuai dengan peruntukannya. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Adapun buku-buku yang berkaitan dengan wakaf dapat penulis 
kemukakan di sini antara lain: Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat karya H. Imam 
Suhadi. Buku ini menbahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya 
besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian 
kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.
6
 Hukum dan 
Praktek Perwakafan di Indonesia karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini 
membahas perkembangan pemahaman dan implimentasi ajaran hukum wakaf 
tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek 
                                                             
6  Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Cet 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti 
Prima Yasa, 2002), hlm. 56.  
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hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara 
utuh dan menyeluruh.
7
 
Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Dr. H. Abdul 
Manan, S.H,.S.IP,.M.Hum. Buku ini membahas pandangan Islam tentang wakaf 
selama ini hanya terbatas kepada benda-benda hak milik yang bersifat tetap dan 
itu pun diperuntukan untuk sarana ibadah semata, benda-benda tersebut tidak 
boleh diganti dengan benda yang lain meskipun harta wakaf tersebut sudah rusak 
dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.
8
 Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf karya 
Mohammad Daud Ali. Buku ini membahas tujuan wakaf adalah untuk 
kepentingan umum,menolong fakir miskin, orang tuna netra dan dapat pula untuk 
kepentingan umum.
9
 
Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf karya Elsi Kartika Sari. Buku ini 
membahas Zakat dan Wakaf merupakan nilai instrumental Sistem Ekonomi Islam, 
kedua lembaga ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan 
pemilikan.
10
 Wakaf dan Kesejahteraan Umat karya Farid Wadjdy dan Mursyid. 
Buku ini membahas Wakaf telah menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi 
Islam yang mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.
11
 
                                                             
7  Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, Cet 11 
(Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89. 
8  Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet 1 (Jakarta: 
Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 40 
9 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomoi Islam Zakat dan Wakaf, Cet 1 (Jakarta: UI 
Press, 1998), hlm. 90 
10  Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Cet 1 (Jakarta: Gransindo, 
2007), hlm. 102. 
11  Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, Cet 1 (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 89. 
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Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek karya Adijani 
al-Alabij. Buku ini membahas masalah perwakafan yang ada sekarang, 
kebanyakan memberikan tinjauan teoritis dari sudut pandang Hukum Islam dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12
 Hukum Perwakafan di Indonesia 
karya H. Abdul Halim. Buku ini membahas sumber utama institusi wakaf adalah 
Al-Qur’an. Walaupun dalam Al-Qur’an kata wakaf bermakna memberikan harta 
tidak ditemukan secara jelas sebagaimana zakat.
13
 
Adapun skripsi yang membahas wakaf adalah Tinjauan Pelaksanaan 
Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP  No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi 
Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo) oleh Eko Dwi 
Hartanto. Membahas tentang pelaksanaan sertifikasi perwakafan tanah milik 
berjalan dengan baik, tidak berbelit-belit.
14
 Pelaksanaan  Sertifikasi Tanah Wakaf 
di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Setelah Berlakunya PP No. 
42/ 2006 oleh Arifah Nur Hayati. Membahas tentang prosedur pelaksanaan wakaf 
setelah berlakunya PP No. 42/ 2006 berikut dengan data wakaf yang ada di 
Kabupaten Sukoharjo, struktur organisasi di KUA Kecamatan Sukoharjo 
Kabupaten Sukoharjo dan analisis wakafnya.
15
 
                                                             
12 Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Cet 11 
(Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 85. 
13 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, Cet 1 (Jakarta:Ciputat Press, 2005),  
hlm. 78. 
14 Eko Dwi Hartanto, Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 
1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo), 
(Surakarta: STAIN Surakarta, 2007), hlm. 63. 
15  Arifah Nur Hayati, Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan 
Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Setelah Berlakunya PP No. 42/ 2006, (Surakarta: STAIN 
Surakarta, 2009), hlm. 68. 
12 
 
Problematika Pelaksanaan Wakaf Secara Adat (Studi Kasus di MIM 
Panolan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora) oleh Supriyanto. Membahas 
tentang masalah kepemilikan tanah wakaf dengan problematika status tanah wakaf 
yang ingin disertifikasi ulang namun mendapat perlawanan dari pemilik tanah 
yang sah yang menolak pemutihan.
16
 Wakaf Uang Ditinjau  Dari Hukum Positif 
dan Hukum Islam oleh Fauzi Prehastama. Membahas tentang wakaf uang 
merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan 
mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari 
kemiskinan.
17
 
Sedangkan dari hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap karya-
karya tulis atau skripsi dari Fakultass Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta 
belum ada yang secara khusus mengangkat tentang praktek dan perkembangan 
wakaf. Sehingga penelitian akan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah 
ada. 
 
G. Metode Penelitian 
Untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh, maka disini 
diperlukan metode yang dipandang mendukung penulisan skripsi. Adapun metode 
yang akan digunakan sebagai berikut: 
                                                             
16  Supriyanto, Problematika Pelaksanaan Wakaf Secara Adat (Studi Kasus di MIM 
Panolan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora), (Surakarta: STAIN Surakarta, 2008), hlm. 
70. 
17  Fauzi Prehastama, Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam, 
(Surakarta: STAIN Surakarta,2011), hlm. 89. 
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1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini 
adalah jenis penelitian lapangan yaitu penyusun akan langsung terjun ke 
lapangan untuk melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang jelas 
antara teori perwakafan dengan praktik dan pengembangan wakaf Kecamatan 
Polokarto Kabupaten Sukoharjo dalam masalah pengelolaan dan 
pengembangan tanah wakaf di wilayah tersebut. 
2. Sumber Data 
Sumber data penelitian ini adalah berupa sumber data Primer dan 
Sekunder, terdiri dari: 
a. Bahan Data Primer 
Yaitu data yang diambil dari sumber asli yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dibahas, dapat pula diartikan bahan data primer ialah 
data pokok yang tertulis atau tercatat yang digunakan sebagai bukti atau 
keterangan yang sah. 
Bahan data primer yang digunakan dalam penulisan proposal 
skripsi ini adalah: Wakif, Nadzir, Petugas Pembuat Akta Ikrar wakaf, 
Tokoh Agama, dan masyarakat sekitar. 
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b. Bahan Data Sekunder 
Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan 
menelaah dari buku-buku penunjang dan kemudian mencatat data 
sekunder yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dalam hal ini 
data yang penulis gunakan antara lain: karya-karya ilmiah, jurnal, 
dokumen, arsip dan lain-lain. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang faktual maka penyusun menggunakan teknik: 
a. Wawancara 
Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka, yaitu 
peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga responden/ informan 
diberikan kebebasan menjawab. 
b. Dokumentasi 
Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dokumen yang 
berkaitan langsung dengan obyek yang diteliti yakni data-data tanah wakaf 
di KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dan literatur-literatur 
yang berkaitan dengan penelitian ini. 
c. Observasi 
Mengamati dari dekat yang diselidiki kemudian dicatat fenomena-
fenomena yang terlihat kemudian diambil kesimpulan. 
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4. Teknik analisis data 
Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan konsep analisis 
Induktif dan Deduktif. Induktif yaitu dengan melakukan assessment di 
lapangan mengenai obyek yang akan diteliti kemudian diambil kesimpulan. 
Setelah itu dianalisis dengan metode deduktif yaitu hasil kesimpulan lapangan 
tadi dikorespondensikan dengan peraturan perundang-undangan khususnya 
mengenai UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, maksudnya untuk 
mengetahui pola pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf tersebut sudah sesuai dengan UU apa belum. 
5. Lokasi 
Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah administrasi Kecamatan 
Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. 
 
H. Sistematika Pembahasan 
Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dalam penyusunan, 
proposal skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
Bab pertama adalah Pendahuluan, yang terdiri latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan 
teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
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Bab kedua adalah Tinjauan umum tentang perwakafan, terdiri dari 
pengertian tentang wakaf, dasar dan keutamaan melakukan wakaf, tujuan dan 
fungsi wakaf, unsur dan syarat wakaf, undang-undang tentang pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf. 
Bab ketiga adalah Perwakafan di KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo yang meliputi: Sekilas tentang KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di KUA 
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, problematika harta benda wakaf di 
KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. 
Bab keempat adalah Analisa wakaf di KUA Kecamatan Polokarto, 
Kabupaten Sukoharjo yang meliputi Pandangan Hukum Islam tentang 
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Polokarto, 
Kabupaten Sukoharjo, analisa wakaf dari aspek undang-undang yang berlaku. 
Bab kelima adalah Penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan, saran-
saran, dilengkapi dengan daftar pustaka. 
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BAB II 
WAKAF 
A. Pengertian Wakaf 
Menurut bahasa wakaf berasal dari kata waqf
1
 yang berasal dari bahasa 
Arab waqafa (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari)-waqfa (isim masdar), yang berarti 
berhenti, menahan, tetap berdiri. Sedangkan menurut istilah, para Ulama berbeda 
pendapat dalam mendefinisikan wakaf sesuai dengan mazhab yang dianut. Imam 
Nawawi yang bermazhab Syafi’I mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan 
harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu 
tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri 
kepada Allah.
2
 
Menurut Imam Syarkhasi yang bermazhab Hanafi mengemukakan bahwa 
wakaf adalah menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (habsul 
mamluk „an al-tamlik min al-ghair).3 Menurut Ibn Arafah yang bermazhab Maliki 
mengemukakan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas 
waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si 
pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian). 
                                                             
1 Kata al-waqf adalah bentuk masdar dari ungkapan waqfu al-syai‟ yang berarti menahan 
sesuatu. 
2 Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Cet 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti 
Prima Yasa, 2002), hlm. 67. 
3 Kata habsul mamluk (harta milik) adalah memberikan pembatasan bahwa perwakafan 
terhadap harta yang tidak bisa dianggap milik, akan membatalkan wakaf. Kata „an al-tamlik min 
al-ghair (dari jangkauan  kepemilikan orang lain) adalah harta yang akan diwakafkan itu tidak 
boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif. 
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Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 
badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau 
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
4
 
Dalam sejarah wakaf sebenarnya lembaga perwakafan telah ada semenjak 
sebelum Islam datang. Sebagai buktinya adalah pemberian harta benda dan 
sebidang tanah oleh raja Ramses II di Mesir untuk pembangunan kuil. Namun 
yang menjadi perbedaan antara system wakaf masa lampau dengan wakaf sstem 
Islam, bahwa system wakaf dalam Islam ditujukan hanya untuk mencari ridha 
Allah dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan 
system wakaf yang terjadi sebelum Islam tak lebih hanya sebagai prestice semata, 
siapa yang menyedekahkan hartanya untuk wakaf mereka akan mendapatkan 
kehormatan dari masyarakat dan semakin banyak harta yang diwakafkan maka 
semakin tinggi pula status sosialnya.  
 
B. Sumber Hukum Wakaf 
1. Al-Qur’an,  
a. QS. Al-Hajj: 77 
 ْىُكَهَعَن َشْيَخْنا إُهَعْفأَ  ْىُكَثَس أُذُجْعأَ  أُذُجْسأَ  إُعَكْسا إَُيَآ ٍَ يِزَنا بَٓ ُيَأ بَي
ٌَ ُٕحِهْفُر 
                                                             
4 Kalimat kepemilikannya tetap dipegang oleh pemberi wakaf adalah si penerima wakaf 
itu tidak mempunyai hak milik atas benda wakaf yang dijaganya itu, tetapi boleh menjualnya jika 
diizinkan oleh si pemberi (wakif). 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah 
kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu 
mendapat kemenangan”.5 
Perhatikan amar ”berbuat kebajikan atau kebaikan” itu adalah 
perbuatan sunnah bukan wajib. Salah satu dari perbuatan sunnah itu adalah 
mewakafkan sebagian hartanya kepada umat. Kemudian ayat itu diakhiri 
dengan “semoga mendapat keuntungan” itu adalah konsekuensi janji 
Tuhan kepada makhluknya apabila setelah melakukan perbuatan kebaikan.  
b. QS. Al-Imran: 92 
ٌىيِهَع ِّ ِث َّ َهنا ٌَ ِإَف ٍءْيَش ٍْ ِي إُقِفُْ ُر بَئَ  ٌَ ُٕجِحُر بًَ ِي إُقِفُْ ُر َٗزَح َشِجْنا إُنبَُ َر ٍْ َن 
Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang 
sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. 
Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 
mengetahuinya”.6 
c. QS. Baqarah: 267 
 ٍَ ِي ْىُكَن بَُ ْجَشْخَأ بًَ ِئَ  ْىُزْجَسَك بَي ِدبَجِيَط ٍْ ِي إُقِفَْ َأ إَُيَآ ٍَ يِزَنا بَٓ ُيَأ بَي
 ِّ يِف إُضًِ ْغُر ٌْ َأ بَنِإ ِّ يِزِخَآِث ْىُزْسَنَٔ  ٌَ ُٕقِفُْ ُر ُّ ُْ ِي َشيِجَخْنا إًُ ًَ َيَر بَنَٔ  ِضْسَؤْنا
ٌذيًِ َح ٌيُِ َغ َّ َهنا ٌَ َأ إًُ َهْعأَ 
                                                             
5 Kementrian Agama RI, al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Sygma 
Examedia). Hal. 201. 
6 Ibid, hlm. 56. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 
Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 
buruk-buruk lalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak 
mau mengambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata padanya, 
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.7 
2. Hadits 
a. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar: 
 َلبَقَف َشَجْيَخ ِضْسَا ٍْ ِي بًضْسَا َةبَصَا َشًَ ُع ٌَ َا ،َشًَ ُع ٍِ ْثا ٍِ َع : َلْٕ ُسَس بَي
 بًَ َف ،ُّ ُْ ِي ِٖذُْ ِع َسَفَْ َا ٌطَّق ًلابَي ْتِصُا ْىَن ،َشَجْيَخِث بًضْسَا ُذْيَصَا ،ِللها
 َلبَقَف ؟َُِٗشُيْؤَر : بَٓ ِث َقَذَصَزَف ،بَٓ ِث َذْقَذّصَرَٔ  بَٓ َهْصَا َذْسَجَح َذْئِش ٌْ ِا
 َٗثْشُقْنا ِٖٔ َرَٔ  ِءاُشُقُفْنا ِٗف َسَسْٕ ُر َلأَ  َتَْ ْٕ ُر َلأَ  ُعبَجُرَلا ٌْ َا َٗهَع ُشًَ ُع
 بُٓ ُْ ِي َمُكْؤَي ٌْ َا بَٓ َيِنَٔ  ٍْ َي َٗهَع َحبَُ ُجَلا ،ِمْيِجَسنا ٍِ ْثأَ  ِفْيَضنأَ  ،ِةبَقِّشنأَ
ٍظْفَن ِٗفَٔ  ٍلِّٕ ًَ َزُي َشْيَغ َىِعْطُئَ  ِفْٔ ُشْعًَ ْنبِث : ًلابَي ٍمِّصَؤَزُي َشْيَغ( ِأس
خعبًجنا) 
Dari Ibnu Umar, bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari 
tanah khaibar, lalu ia bertanya : “Ya Rosulullah, aku mendapatkan 
sebidang tanah di khaibar, suatu harta yang belum pernah aku dapat 
sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang engkau 
hendak perintahkan padaku?” maka jawab Nabi, “Jika engkau suka, 
tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya.” Lalu Umar 
menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh 
diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk 
                                                             
7 Ibid, hlm. 79. 
8 Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari (Semarang: Thaha Putra, 1981), juz III, hlm. 196. 
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keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu 
dan untuk orang yang keputusan bekal dalam perjalanan (Ibnu Sabil), dan 
tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya 
dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) 
dengan syarat jangan dijadikan hak milik dan jangan dikuasai. (HR. 
Jama‟ah) 
b. Hadits Riwayat An-Nasai dan At-Tirmidzi dari Usman: 
 ٌءبَي بَٓ ِث َسْيَنَٔ  َخَُ ْيِذًَ ْنا َوِذَق َىَهَسَٔ  ِّ ْيَهَع ُللها َٗهَص َيِجَُنا ٌَ َا ٌَ بًَ ْضُع ٍْ َع
َلبَقَف ،َخَئْ ُسِشْئِث َشْيَغ ُةَزْعَزْسُي : َعَي ُِ َٕ ْنَد بَٓ ْيِف َمَعْجَيَف َخَئْ ُسِشْئِث ِٖشَزْسَي ٍْ َي
 ِٗنبَي ِتْهُص ٍْ ِي بَٓ ُزْيَشَزْسبَف ِخََُجْنا ِٗف بَٓ ُْ ِي ُّ ِن ٍشْيَخِث ٍَ ْيًِ ِهْسًُ ْنا ِءَلاَد( ِأس
ٖزيشزنأ ٗئبسُنا) 
Dan dari Usman, bahwa Nabi saw. pernah datang ke Madinah, sedangkan 
di Madinah ketika itu tidak ada air tawar kecuali sumur rumah, lalu 
beliau bersabda, “siapakah yang mau memberi sumur rumah lalu ia 
memasukkan timbanya kedalam sumur itu bersama timba-timba kaum 
muslimin lainnya, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari 
tulang punggung hartaku”. (HR. Nasai dan Tirmidzi) 
 
 
 
 
 
                                                             
9 Ibid, 196. 
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c. Hadits Riwayat Ahmad dan Bukhari dari Abu Hurairah: 
ع َلبَق َحَشْيَشُْ  ِٗثَا ٌْ َ : ٍْ َي َىَهَسَٔ  ِّ ْيَهَع ُللها َٗهَص ِللها ُلْٕ ُسَس َلبَق
 ُخَصْٔ َسَٔ  ُّ َعَجِس ٌَ ِإَف بًثبَسِزْحأَ  ًٌ بًَ ْيِا ِللها ِمْيِجَس ِٗف بًسْشَف َسَجَزْحَا
 ٌدبََُسَح ِخيبَيِقْنا َوْٕ َي ِّ َِ اَزْيِي ِٗف ُّ َنْٕ َثَٔ(ٖسبخجنأ ذًحأ ِأس) 
Dari  Abu Hurairah: bahwa Rosulullah saw. bersabda, “barang siapa 
menahan (ihtibasa) seekor kuda untuk sabilillah dengan iman dan ihtisan 
(mengharapkan pahala), maka semua tubuh kuda, kotorannya, dan 
kencingnya menjadi timbangan amal kebaikannya dihari akhirat”. (HR. 
Ahmad dan Bukhari) 
Demikian supremasi hukum mengenai wakaf dalam Islam, begitu penting 
peranan wakaf dalam kehidupan umat, wakaf selain membuat masyarakat menjadi 
filantrofis juga dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah. 
 
C. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf 
1. Orang yang berwakaf (Wakif). 
a. Baligh. 
b. Berakal sehat. 
c. Tidak dibawah pengampuan. 
d. Tidak terpaksa. 
2. Harta yang diwakafkan (Mauquf). 
a. Bernilai. 
                                                             
10 Ibid, hlm. 196. 
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b. Tahan lama. 
c. Harta wakaf milik wakif murni. 
3. Tujuan diwakafkan harta itu (Mauquf „alaih). 
a. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. 
b. Jelas.  
c. Untuk kepentingan umum. 
d. Untuk kepentingan sosial. 
4. Pernyataan wakaf atau lafaz penyerahan wakaf (Sighat). 
a. Tulisan. 
b. Lisan. 
5. Orang yang mengelola wakaf (Nazhir). 
a. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 
b. Beragama Islam. 
c. Baligh. 
d. Amanah. 
e. Mampu secara jasmani dan rohani.11 
f. Warga Negara Indonesia.12 
g. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya. 
 
 
                                                             
11 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta Direktorat  Jendral Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 101. 
12 Abdul Ghafur Ansori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: 
pilar Media, 2006), hlm. 25. 
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6. Jangka waktu. 
a. Bersifat permanen13 
b. Bersifat sementara14 
 
D. Macam-macam Wakaf 
1. Berdasarkan Tujuan 
a. Wakaf Khairi (Sosial). 
Wakaf khairi adalah wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan 
umum. 
b. Wakaf Ahli (Keluarga). 
Wakaf ahli adalah wakaf yang diniatkan untuk memberi manfaat 
pada keluarganya, wakif, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa 
melihat apakah dia kaya, miskin, sakit, sehat, tua atau muda. 
c. Wakaf Musytarak (Gabungan). 
Wakaf musytarak adalah wakaf yang diniatkan untuk umum dan 
keluarga secara bersamaan. 
 
 
                                                             
13 Pola permanen merupakan gagasan dari pemikiran ulama’ dari kalangan Syafi’iyah, 
Hanafiyah, Zadiyah, Ja’fariyah dan Zahiriyah. 
14 Pola ini merupakan pendapat dari pemikiran ulama’ Ibn Suraij (dari kalangan 
Syafi’iyah) dan beberapa datang dar pemikiran ulama’ Ja’fariyah. 
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2. Berdasarkan Batasan 
a. Wakaf Abadi 
Wakaf abadi adalah wakaf yang berbentuk barang yang 
bersifat abadi. Contohnya tanah. 
b. Wakaf Sementara 
Wakaf sementara adalah wakaf yang berbentuk barang yang 
mudah rusak atau barang yang abadi tetapi dibatasi masa waktu 
penggunaannya. 
3. Berdasarkan Penggunaannya 
a. Wakaf Langsung 
Wakaf langsung adalah wakaf yang pokok barangnya 
digunakan untuk mencapai tujuannya, sepertimasjid untuk sholat, 
sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk 
mengobati orang sakit. 
b. Wakaf Produktif 
Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya 
digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai 
dengan tujuan wakaf.
15
 
 
                                                             
15 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: 
Khalifa, 2005), hlm. 162. 
26 
 
E. Sejarah Wakaf 
1. Sebelum Datangnya Islam 
Sebelum datangnya Islam, sebenarnya telah ada institusi yang mirip 
dengan perwakafan. Beberapa bentuk praktek pendayagunaan harta benda 
tidak jauh berbeda dengan batasan makna wakaf dikalangan umat Islam. 
Disebabkan karena seluruh umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui 
ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan mereka. Oleh karena itulah, 
mereka yang memiliki kepedulian serta perhatian terhadap kelangsungan 
agamanya, dengan suka rela menyumbangkan tanah dan hartanya untuk 
membangun rumah peribadatan. Seperti adanya tiga masjid yaitu masjid Al-
Haram di Mekah, masjid Nabawi di Madinah, dan masjid Al-Aqsha di 
Yerussalem. 
2. Setelah Datangnya Islam 
Perwakafan pertama setelah datangnya Islam ialah setelah adanya 
sabda Nabi Muhammad saw. “Apabila seseorang meninggal dunia, maka 
putuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu shadaqah jariyah,ilmu yang dapat 
diambil manfaatnya, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. 
Perwakafan yang kedua, yang diriwayatkan Ibnu Umar, bahwa Umar 
pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah khaibar, lalu ia bertanya : “Ya 
Rosulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di khaibar, suatu harta yang 
belum pernah aku dapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, 
lalu apa yang engkau hendak perintahkan padaku?” maka jawab Nabi, “Jika 
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engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya.” Lalu Umar 
menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan 
dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, 
untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang 
yang keputusan bekal dalam perjalanan (Ibnu Sabil), dan tidak berdosa orang 
yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar 
dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan 
dijadikan hak milik dan jangan dikuasai. 
3. Perwakafan di Indonesia 
Institusi perwakafan di Indonesia berasal dari hukum Islam, yang telah 
dikenal bersamaan dengan kehadiran agama Islam di Indonesia. Sejak 
datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, perwakafan 
tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum 
Islam dan hukum adat. Meskipun belum ada peraturan tertulis yang 
mengaturnya, pengelolaan wakaf terfokus kepada hal-hal yang berhubungan 
dengan ibadah. 
Pengaturan tentang wakaf terdapat dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan antara lain dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Agraria yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Wakaf juga dimuat dalam 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berdasarkan Instruktur Presiden Nomor 
1 Tahun 1991, tetapi peraturan perundang-undangan dirasakan masih belum 
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memadai karena masalah wakaf terus berkembang. Diharapkan dengan 
lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
16
 pengembangan wakaf 
dapat memperoleh dasar hukum yang kuat. 
a. Paradigma Masyarakat terhadap Wakaf 
Hasanah menyatakan bahwa sebenarnya wakaf di Indonesia 
memang telah ada sejak masuknya Islam di tanah air. Walaupun demikian, 
wakaf tak berkembang secara optimal, karena wakaf yang ada pada 
umumnya adalah wakaf benda tak bergerak, sehingga menimbulkan kesan 
sulit dan berat sekali, hanya orang kaya atau orang yang punya tanah luas 
yang bisa melakukan wakaf, sementara orang yang berpenghasilan rendah 
seolah tidak punya peluang untuk berwakaf.
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Bahwa paradigma wakaf di Indonesia sejak masa penjajahan 
sampai era reformasi hanyalah wakaf benda mati, tidak produktif dan 
menjadi tanggungan masyarakat. Wakaf dalam pemahaman umat Muslim 
Indonesia hanyalah seputar kuburan, masjid, dan madrasah yang tidak 
bernilai ekonomi. 
Hal ini tercermin dari peraturan perundang-undangan tentang 
wakaf dan peruntukan tanah wakaf di Indonesia. Perturan wakaf di 
Indonesia pra kemerdekaan hanya berdasarkan kebiasaannya masyarakat 
                                                             
16 UU No. 41 Tahun 2004 terdiri dari stujuh puluh satu pasal yang terdiri dari bab I 
tentang ketentuan umum, Bab II tentang dasar-dasar wakaf, bab III tentang pendaftaran dan 
pengumuman harta benda wakaf, bab IV tentang perubahan status harta benda, bab VI tentang 
badan wakaf Indonesia, bab VII tentang penyelesaian sengketa, bab VIII pembinaan dan 
pengawasan, bab IX tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif, bab X ketentuan peralihan, 
bab XI penutup. 
17 Uswatun Hasanah, Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam, (Jakarta: Program Studi 
Timur Tengah Universitas, 2006), hlm. 53. 
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yang bersumber dari ajaran Islam dan diatur berdasarkan surat-surat 
edaran Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pelaksanaan wakaf diatur 
oleh Undang-undang No 5 Tahun 1960.
18
 
Peraturan itu hanya mengatur dari sisi administratif dan 
kepemilikan tetapi belum menyentuh soal pengelolaannya. Wakaf 
produktif merupa sebuah alternatif untuk pemberdayaan umat. 
Fungsi wakaf secara khusus sebagai pemberdaya ekonomi 
masyarakat masih sangat minim, jarang atau bahkan sama sekali tidak 
pernah disosialisasikan kekhalayak umum. Selama ini, distribusi asset 
wakaf di Indonesia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan 
ekonom umat dan hanya berpretensi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan 
ibadah mahdlah. Ini  dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya 
ada keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta 
yang diwakafkan, peruntukan (distribusi) wakaf maupun nadzir wakaf.
19
 
Pada umumnya, umat Islam di Indonesia memahami bahwa 
peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-
hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tercermin dalam 
pembentukan masjid, musholla, sekolah, makam dan lain-lain. Peruntukan 
yang lain yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat 
nampaknya masih belum diterima. 
Dengan adanya Undang-undang No 41 tahun 2004 diharapkan 
dapat mengubah paradigma masyarakat Indonesia tentang peruntukkan 
                                                             
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang selama 
bertahun-tahun dipegang dengan mengidentikan bahwa harta benda wakaf 
adalah harta benda tidak bergerak yang tidak dapat dikelola dan tidak 
mempunyai nilai ekonomi tanpa menyadari bahwa pemahaman seperti itu 
merupakan pemahaman yang sempit. 
Paradigma baru tentang harta wakaf dapat dilihat Pada Undang-
undang Nomor 41 tahun 2004 Bab II Bagian Keenam Pasal 16 
menyebutkan bahwa harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan 
benda bergerak. Benda tidak bergerak bisa berupa tanah, bangunan dan 
tanaman yang semuanya berhubungan dengan tanah. 
Sedangkan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa 
habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia dan surat berharga, 
kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan harta bergerak lain 
sesuai dengan kententuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Pada bagian ini telah mengesahkan wakaf produktif dan 
wakaf tunai. Undang-undang ini merupakan suatu loncatan dalam 
pemahaman fiqih Islam, dimana barang yang bisa habis dibelanjakan 
seperti uang dan surat berharga bisa ditanggulangi dengan sistem modern 
yaitu lembaga penjamin yang dapat melestarikan harta pokok wakaf jika 
mengalami inflasi pada saat pengelolaan dan pengembangannya.
20
  
 
 
                                                             
20 Tim Redaksi Fokus Media, Undang-undang Wakaf, (Bandung: Fokus Media, 2007), 
hlm. 6. 
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a) Prospek Wakaf 
Wakaf produktif merupakan sebuah alternatif untuk pemberdayaan 
umat. Selama ini Islam mengenal bahwa lembaga wakaf 
merupakan sumber asset yang memberikan pemanfaatan sepanjang 
masa. Namun pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta 
wakaf secara produktif di tanah air ini masih sedikit dan 
ketinggalan dibanding negara lain. Begitu juga studi perwakafan di 
tanah air kita masih terfokus kepada segi hukum fiqh, dan belum 
menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, semestinya 
wakaf dapat dikelola secara produktif dan memberikan hasil 
kepada masyarakat, sehingga dengan demikian harta wakaf benar-
benar menjadi sumber dana dari masyarakat dan ditujukan untuk 
masyarakat.
21
 
Kementrian Zakat dan Wakaf jika kita telaah secara cermat, maka 
dapat disimpulkan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar. 
Berdasarkan data yang ada, potensi zakat dinegeri ini mencapai 7 trilliun 
setiap tahunnya. Belum lagi ditambah dengan potensi wakaf, terutama 
wakaf tunai yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas 
yang produktif, termasuk mengentaskan problematika kemiskinan di 
Indonesia.
22
 
                                                             
21 Uswatun Hasanah, Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam (Jakarta: Program Studi Timur 
Tengah Universitas Indonesia, 2006), hlm. 25. 
22 Depag RI, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006), hlm. 2. 
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Selain harta benda wakaf yang sudah ada, ada potensi lain yang 
dapat kita lihat yaitu dengan adanya Undang-undang No. 41 tahun 2004 
yang mengatur persoalan wakaf, dan penduduk Indonesia yang mayoritas 
penduduknya adalah muslim. Apalagi dalam Undang-undang No. 41 tahun 
2004 diatur tentang wakaf benda bergerak, yang mana wakaf tersebut 
dapat membuka peluang untuk menciptakan investasi yang dapat 
dialokasikan untuk pelayanan keagamaan, pendidikan serta layanan sosial 
lainnya. 
Hasanah menyatakan bahwa pada masa mendatang perkembangan 
wakaf ditanah air memiliki prospek bagus. Akan tetapi masih perlu dilakukan 
sejumlah pembenahan agar impian tersebut dapat terwujud
23
, diantaranya: 
a) Perlu adanya perubahan konsepsi terhadap wakaf 
Artinya alihkan pandangan masyarakat terhadap wakaf 
benda tidak bergerak Seperti masjid, tanah, atau benda tak 
bergerak lainnya kepada wakaf yang produktif. 
b) Perlu adanya pembenahan pada nadzir (pengelola wakaf) 
Artinya fungsi dari nadzir bukanlah sebagai penunggu wakaf, akan 
tetapi lebih dari itu yaitu memanfaatkan harta benda wakaf dengan 
baik dan   profesional sesuai dengan bidangnya (nadzir) masing-
masing. Misalnya Doktor dibidang hukum Islam, ekonomi Islam 
maupun pertanian. 
                                                             
23
 Uswatun Hasanah, Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam (Jakarta: Program Studi Timur 
Tengah Universitas Indonesia, 2006), hlm. 74. 
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c) Mengusulkan akan keberadaan badan pengelola wakaf  
Hal ini dilakukan agar pemerintah lebih mudah untuk mengawasi 
dan mendata badan pengelola wakaf yang ada, sehingga dapat 
dikontrol dengan baik. Badan ini bertugas mengelola wakaf yang 
bersifat nasional atau wakaf dari Negara lain. 
Disamping itu, ia juga menjadi koordinator dari nadzir yang telah 
ada. Dengan harapan para nadzir dapat menjalankan tugasnya 
dengan baik. 
 
F. Undang-undang Perwakafan di Indonesia  
1. Sejarah Perundang-undangan Wakaf  
Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan 
kesejahteraan umat sudah lama melembaga di Indonesia. Sebagai Negara 
yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki harta 
benda wakaf yang banyak, khususnya tanah wakaf yang sangat luas. Namun 
karena sejak semula tidak diiringi dengan peraturan perundang-undangan 
yang memadai, maka harta benda wakaf itu tidak berkembang dengan baik, 
bahkan sering menimbulkan masalah.
24
 
Menurut Ilmu fiqh 3 menyatakan bahwa banyaknya harta benda wakaf 
di Indonesia memunculkan kesadaran pemerintah Hindia Belanda pada masa 
                                                             
24 Depag RI, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006), hlm. 
228. 
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itu untuk menertibkan administrasi wakaf di Indonesia dengan mengeluarkan 
Bijblad No. 6196 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 1905 dan 
kemudian disempurnakan dengan Bijblad No. 13480 pada tanggal 27 Mei 
1935 dan ditindak lanjuti dengan mendirikan Pengadilan Agama yang 
mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah 
yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan 
shadaqah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
25
 Setelah merdeka, 
Pemerintah RI mengeluarkan peraturan-peraturan perwakafan, akan tetapi 
kurang memadai. Melihat wakaf yang berjalan di Indonesia barulah wakaf 
tanah, maka dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia, 
persoalan perwakafan dimasukkan kedalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sedangkan mengenai 
peraturan perwakafan itu sendiri, pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. 
Hasanah (12 September 2003:460) menyatakan bahwa Untuk 
mengefektifkan peraturan-peraturan yang telah ada, maka tanggal 30 
November 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama RI dan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Sertifikat 
Tanah Wakaf. Disamping itu agar terjamin adanya kesatuan dan kepastian 
hukum dalam masalah perwakafan, dalam Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia Buku III juga dimuat hal-hal yang berkenaan dengan Hukum 
Perwakafan. 
                                                             
25 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqih3, Cet. II, (Jakarta:Depag RI, 1986),hlm.228. 
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Setelah terbitnya berbagai aturan itu, tertib administrasi perwakafan 
di Indonesia memang meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya tanah 
wakaf yang bersertifikat. Akan tetapi dampakya bagi kesejahteraam sosial 
ekonomi masyarakat belum nampak. Mungkin karena wakaf yang diatur 
dalam PP No. 28 Tahun 1977 tersebut hanyalah tanah milik, sedangkan 
wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur pada saat itu. Maka 
perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan. Apalagi 
kebanyakan nadzir wakaf juga kurang profesional dalam pengelolaan 
wakaf. mereka belum bisa mengembangkan wakaf secara produktif. 
Pada tanggal 17 Oktober 2004 pemerintah Indonesia telah 
mengundangkan Undang-undang tentang wakaf yang kemudian dikenal 
dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, Undang-undang tersebut 
apabila  kita perhatikan memang lebih komplek, serta dirancang untuk 
meminimalisir terjadinya masalah-masalah dalam wakaf, sehingga 
pengelolaan dan pengembengan harta benda wakaf lebih bisa 
dimaksimalkan. 
Salam,     berpendapat      bahwa    wakaf    diatur   dalam    tiga  
instrument     hukum
26
 yaitu: 
a. Instrumen Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
perwakafan tanah milik. 
b. Instrumen inpres yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan 
c.  Instrumen Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 
                                                             
26Abdul Salam, Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, 
http://islam.com/id/index.php?page=article&id=105/, akses pada tanggal 22 April 2012. 
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Hal ini mengidikasikan bahwa pemerintah Indonesia menaruh 
perhatian yang serius terhadap lembaga wakaf, serta mensiratkan 
kesungguhan pemerintah untuk memperkokoh lembaga hukum 
Islam menjadi Hukum nasional dalam bentuk transformasi hukum. 
Namun Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tersebut belum bisa 
dilaksanakan secara optimal, karena secara organisasi masih 
memerlukan beberapa peraturan pelaksanaan yang diperintahkan 
oleh Undang-undang ini. Disamping itu perlu dipersiapkan 
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka menjalankan tugas 
tekait dengan Undang-undang ini antara lain Badan Wakaf 
Indonesia dan para Nadzir yang diperankan dengan baik. 
2. Pengertian Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif  untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
27
adapun 
perinciannya akan dijelaskan sebagaimana di bawah ini: 
a. Unsur-unsur Wakaf 
1) Orang yang berwakaf (Wakif). 
2) Perseorangan. 
3) Dewasa. 
4) Berakal sehat. 
                                                             
27 UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1). 
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5) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 
6) Pemilik sah harta benda wakaf. 
b. Organisasi. 
Harus sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. 
c. Badan hukum. 
Harus sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. 
d. Orang yang mengelola wakaf (Nazhir). 
1) Perseorangan. 
2) Warga Negara Indonesia. 
3) Beragama Islam. 
4) Dewasa. 
5) Amanah. 
6) Mampu secara jasmani dan rohani. 
7) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 
e. Organisasi. 
1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir 
perseorangan. 
38 
 
2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 
f. Badan hukum. 
1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan 
nadzir perseorangan. 
2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, 
pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
28
 
g. Harta benda wakaf. 
1) Benda tidak bergerak. 
a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum 
terdaftar. 
b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah. 
c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. 
d) Hak Milik Atas Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
                                                             
28 UU No. 41 Tahun 2004 pasal 7-8. 
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e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2) Benda bergerak. 
a) Uang. 
b) Logam mulia. 
c) Surat berharga. 
d) Kendaraan. 
e) Hak atas kekayaan intelektual. 
f) Hak sewa. 
g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
29
 
h. Ikrar wakaf. 
1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir dihadapan PPAIW 
dengan disaksikan 2 (dua) orang Saksi. 
2) Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan 
dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
30
 
 
                                                             
29 UU No. 41 Tahun 2004 pasal 16. 
30 UU No. 41 Tahun 2004 pasal 17. 
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i. Peruntukan harta benda wakaf. 
1) Sarana dan kegiatan ibadah. 
2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. 
3) Bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, bea siswa. 
4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. 
5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan 
syariah dan peraturan perundang-undangan.
31
 
3. Tujuan Wakaf. 
Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. 
4. Fungsi Wakaf. 
Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta 
benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum.
32
 
 
 
 
 
 
                                                             
31 UU No. 41 Tahun 2004 pasal 22. 
32 UU No. 41 Tahun 2004 pasal 5. 
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BAB III 
DESKRIPSI KUA KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN 
SUKOHARJO 
A. Profil KUA 
1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo 
Kantor Urusan Agama dahulu bernama Djawatan Urusan Agama 
(Instruksi Kepala Jaura Nomor 3 Tahun 1960) mempunyai tugas bidang 
Nikah, Talaq, Cerai dan Ruju', namun bersamaan dengan keluarnya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 kantor ini berubah menjadi Kantor Urusan 
Agama. Sejarah mencatat bahwa Kantor Djawatan Urusan Agama Kecamatan  
Polokarto telah ada sejak tahun 1945. Kantor Djawatan Urusan Agama 
terletak di Desa Mranggen Pengarsipannya sudah tertata dengan cukup baik. 
Penggunaan tulisan Indonesia dimulai pada tahun 1946 yang dirintis oleh 
Raden Dirjodiharjo sebagai Kepala Naib pada saat itu. Kantor kenaiban 
kecamatan Polokarto tercatat 4 kali pindah kantor.
1
 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto terakhir terletak di Jalan 
Glondongan Nomor 58 Polokarto, dengan luas tanah di atas 350 m
2
 tanah hak 
pakai milik Kas Desa Mranggen Kecamatan Polokarto dengan Nomor 
Sertifikat Nomor 153.  
 
 
                                                             
1 Adapun seluruh informasi mengenai data tentang KUA Kecamatan Polokarto ini 
(khususnya pada bab III) didapatkan oleh penulis dari data-data yang diberikan dari KUA terkait. 
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2. Tentang KUA Kecamatan Polokarto 
a. Letak Geografis 
1) Gambaran Umum 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto terletak di Jl. 
Glondongan Nomor 58, Telp. (0271) 611658 Polokarto ( 57555 ). 
Tepatnya berada di dukuh Pundungsari  Rt.01 Rw.02 Desa Mranggen 
Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Kantor ini menempati 
tanah Kas Desa Mranggen Nomor Persil 153 dengan luas di atas  350 
m
2
 dengan luas bangunan 125 m
2
, dari tanah kas desa dengan ganti rugi 
yang sejak tahun 2000 hingga tahun 2009  proses sertifikasi hak milik 
masih di BPN Sukoharjo. 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto adalah salah satu 
dari dua belas Kantor Urusan Agama yang ada di daerah kerja Kantor 
Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo. Adapun batas-batas wilayah 
kerja dari Kantor Urusan Agama tersebut adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara :berbatasan dengan Kecamatan Mojolaban dan 
Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. 
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Bendosari. 
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Grogol. 
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Jumantono 
Kabupaten Karanganyar. 
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3. Visi dan Misi 
a. Visi 
Terwujudnya pelayanan prima, bertanggungjawab, transparan 
menuju pemerintah yang bersih. 
b. Misi 
1) Meningkatkan sumber daya manusia. 
2) Meningkatkan koordinasi. 
3) Meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat. 
4) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan. 
4. Motto 
" Pelayanan yang Amanah, Ramah, Mudah, Cepat dan Tepat ". 
Amanah : Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparat KUA 
Polokarto berusaha sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan 
kewajiban sebagaimana mestinya. 
Ramah : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, aparat KUA 
Polokarto berprinsip bahwa masyarakat adalah bagian penting dari pekerjaan 
kita. Masyarakat bukan orang lain, dari urusan kita, karena mereka adalah 
tujuan dari pekerjaan kita. 
Mudah : Dalam memberikan pelayan kepada masyarakat, aparat KUA 
Kecamatran Polokarto tidak mempersulit, asal sudah terpenuhi syarat-syarat 
sesuai dengan peraturan yang berlaku maka bisa dilaksanakan dan dilayani.  
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Cepat : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, aparat KUA 
Polokarto berpedoman pada parameter waktu dan common sense,  
sehingga apabila pekerjaan bisa diselesaikan pada hari ini, kenapa harus 
menunggu esok hari, apabila proses dapat dipermudah mengapa harus 
dipersulit. 
Tepat : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, aparat KUA 
Polokarto berpedoman pada akurasi data dan informasi, sehingga kesalahan 
informasi dan data dapat diminimalisir.  
5. Jumlah Pemeluk Agama 
 
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEMELUK AGAMA 
DI KECAMATAN POLOKARTO  TAHUN 2011 
N
o
 
Nama Desa 
Is
la
m
 
K
ri
st
e
n
 
K
a
to
li
k
 
H
in
d
u
 
B
u
d
h
a
 
Ju
m
la
h
 
1  Kenokorejo 4.977 3 - - - 4.980 
2  Tepisari 3.700 - - - - 3.700 
3  Bulu 3.802 - - - - 3.802 
4  Rejosari 3.570 - 73 - - 3.643 
5  Kemasan 4.755 9 - - - 4.764 
6  Mranggen 8.958 8 - - - 8.966 
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7  Polokarto 7.085 76 9 - 5 7.175 
8  Genengsari 6.850 14 - - - 6.864 
9  Kayuapak 4.043 8 11 - - 4.062 
10  Jatisobo 5.420 21 - - - 5.441 
11  Wonorejo 5.833 5 - - - 5.838 
12  Bakalan 5.865 2 2 - - 5.869 
13  Godog 4.745 1 - - - 4.746 
14  Ngombakan 4.050 16 - - - 4.066 
15  Karangwuni 2.749 5 - - - 2.754 
16  Bugel 3.533 27 3 - - 3.563 
17  Pranan 3.372 2 18 - - 3.392 
 JUMLAH 83.307 197 116 - 5 83.625 
 
6. Tempat Ibadah 
Ketersediaan jumlah tempat ibadah di Kecamatan Polokarto secara rinci dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini. 
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JUMLAH TEMPAT IBADAH 
DI KECAMATAN POLOKARTO TAHUN 2011 
No Nama Desa 
M
a
sjid
 
L
a
n
g
g
a
r
 
M
u
sh
o
la
 
K
a
to
lik
 
P
r
o
te
sta
n
 
P
u
r
e
 
V
ih
a
r
a
 
1 Kenokorejo 11 3 2 - - - - 
2  Tepisari 13 - 1 - - - - 
3  Bulu 14 - 1 - - - - 
4  Rejosari 11 - - - - - - 
5  Kemasan 13 4 - - - - - 
6  Mranggen 24 - 3 - - - - 
7  Polokarto 23 1 - - 1 - - 
8  Genengsari 8 4 1 - - - - 
9  Kayuapak 6 4 2 - - - - 
10  Jatisobo 7 5 1 - - - - 
11  Wonorejo 9 12 3 - - - - 
12  Bakalan 15 1 1 - - - - 
13  Godog 10 6 1 - - - - 
14  Ngombakan 7 2 - - - - - 
15  Karangwuni 7 2 - - - - - 
16  Bugel 7 1 1 - - - - 
17  Pranan 9 2 - - - - - 
 JUMLAH 194 47 17 - 1 - - 
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Memperhatikan tabel di atas, maka dapat dikemukakan disini bahwa 
ketersediaan tempat ibadah berbanding jumlah penduduk dengan rasio sebagai 
berikut: Islam / Masjid = 1 : 422,76  dan  kristen / katholik / gereja 1:300 . 
7. Perwakafan 
Perwakafan di Kecamatan Polokarto semakin lama mengalami 
peningkatan. Sampai saat ini perwakafan di Kecamatan Polokarto sudah 
mencapai 259 bidang dengan luas 118.509 M
2 
, data terperinci dalam tabel di 
bawah ini: 
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DAFTAR LAPORAN PERKEMBANGAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF 
DI KECAMATAN POLOKARTO TAHUN 2011 
No Satuan 
Organisasi 
Jumlah Tanah Wakaf Bersertifikat Yang Sudah AIW/APAIW Keterangan 
  Dalam Proses BPN Belum di BPN 
  Lokasi Luas M
2
 Lokasi Luas M
2
 Lokasi Luas M
2
 Lokasi Luas M
2
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Kenokorejo 9 3.253 8 1.988 1 1.265 - -   
2 Tepisari 12 1.909 12 1.909 - - - -   
3 Bulu 19 7.968 18 4.893 1 3.075 - -   
4 Rejosari 13 10.332 11 2.932 1 7.300 1 100   
5 Kemasan 11 3.848 10 2.464 1 1.384 - -   
6 Mranggen 43 20.695 40 16.805 2 3.365 1 525   
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7 Polokarto 27 5.585 25 5.177 2 408 - -   
8 Genengsari 12 2.852 12 2.852 - - - -   
9 Kayuapak 10 1.435 10 1.435 - - - -   
10 Jatisobo 17 11.697 14 10.118 1 500 2 1.079   
11 Wonorejo 32 37.387 31 37.187 - - 1 200   
12 Bakalan 20 4.423 19 4.243 1 180 - -   
13 Godog 11 2.961 9 2.326 2 635 - -   
14 Ngombakan 4 690 3 465 1 225 - -   
15 Karangwuni 7 1.629 7 1.629 - - - -   
16 Bugel 5 1.056 5 1.056 - - - -   
17 Pranan 7 789 7 789 - - - -   
 Jumlah 259 118.509 241 98.268 13 18.337 5 1.904   
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Dari jumlah tersebut tidak ada satupun tanah wakaf yang secara ekonomis 
dapat berproduksi. Ghirah masyarakat dalam mewakafkan tanahnya mayoritas 
bermotif ibadah. Ini sangat berbeda dengan daerah di pantura Jawa Tengah 
dimana masyarakatnya banyak mewakafkan tanahnya yang secara ekonomis 
sangat produktif, sehingga hasil yang didapat dari tanah wakaf produktif sangat 
signifikan untuk menopang berbagai kegiatan keagamaan. 
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JUMLAH TANAH WAKAF MENURUT PETAK/BIDANG, LUAS DAN JENIS PENGGUNAANNYA 
DI KECAMATAN POLOKARTO TAHUN 2011 
 
No Satuan 
Organisasi 
Masjid Langgar/ 
Mushola 
Madrasah/ 
Sekolah 
Kuburan/ 
Makam 
Pondok 
Pesantren 
Panti 
Asuhan/Sosial 
T. Wakaf 
Produktif 
Jumlah 
Lokasi Luas Lokasi luas Lokasi Luas   Lokasi Luas Lokasi Luas Lokasi Luas Lokasi Luas 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Kenokorejo 6 1.616 1 64 2 1.573 - - - - - - - - 9 3.253 
2 Tepisari 11 1.765 1 144 - - - - - - - - - - 12 1.909 
3 Bulu 13 3.660 1 100 3 998 - - 1 3.075 1 135 - - 19 7.968 
4 Rejosari 11 2.447 - - 1 585 - - 1 7.300 - - - - 13 10.332 
5 Kemasan 8 1.964 - - 2 500 1 1384 - - - - - - 11 3.848 
6 Mranggen 28 6.644 - - 7 4.974 - - 7 8.867 1 210 - - 43 20.695 
7 Polokarto 19 4.138 1 96 5 1.183 - - - - 2 168 - - 27 5.585 
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8 Genengsari 12 2.852 - - - - - - - - - - - - 12 2.852 
9 Kayuapak 7 1.168 3 267 - - - - - - - - - - 10 1.435 
10 Jatisobo 7 1.199 - - 2 770 - - 2 2.270 1 370 5 7.088 17 11.697 
11 Wonorejo 7 1.564 6 4.999 5 2.261 - - 4 12.124 6 6.214 4 10.225 32 37.387 
12 Bakalan 13 2.349 - - 6 1.414 - - - - - - 1 660 20 4.423 
13 Godog 5 1.108 2 204 4 1.649 - - - - - - - - 11 2.961 
14 Ngombakan 2 297 - - 2 393 - - - - - - - - 4 690 
15 Karangwuni 5 925 - - 2 704 - - - - - - - - 7 1.629 
16 Bugel 5 1.056 - - - - - - - - - - - - 5 1.056 
17 Pranan 5 549 2 240 - - - - - - - - - - 7 789 
 Jumlah 164 35.301 17 6.114 41 17.004 1 1384 15 33.636 11 7.097 10 17.973 259 118.509 
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BAB IV 
ANALISA WAKAF PRODUKTIF 
DI KUA KECAMATAN POLOKARTOKABUPATEN SUKOHARJO 
A. Praktek Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif di 
Wilayah Administrasi Kua Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo 
Mengingat luas dan banyaknya harta benda wakaf yang tersebar di 
kawasan KUA kecamatan Polokarto kabupaten Sukoharjo, maka penulis dalam 
hal ini hanya mengambil 3 tempat penelitian yang dinilai sebagai bagian dari 
praktek pengelolaan harta benda wakaf produktif di kecamatan Polokarto 
kabupaten Sukoharjo. Namun tiga tempat tersebut telah membawahi beberapa 
beberapa harta benda wakaf yang tersebar di Polokarto. Adapun tempat tersebut 
akan dijelaskan sebagaimana di bawah ini: 
1. Taman Pendidikan al-Qur’an Desa Jatisobo 
Menurut penuturan Wahyono, tiga tahun yang lalu tepatnya pada hari 
Sabtu tanggal 29-08-2009, Maksum (Wakif) mendaftarkan dan mengikrarkan 
sebagian hartanya dalam bentuk sawah seluas 969 m
2
 untuk wakaf 
kesejahteraan pendidikan. Sedangkan Nadzirnya dari perorangan yaitu 
Wahyono (Ketua), Suwardi (Bendahara) dan Hanjar Ngajman (Sekretaris). 
Tanah wakaf tersebut terletak di Dukuh Kersan, Rt 02/ 01, Desa Jati Sobo, 
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dan tanah wakaf tersebut juga 
belum diasuransikan. 
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Dalam mengembangkan tanah wakaf yang ada menjadi wahana 
pendidikan para Nadzir berusaha dengan seksama untuk mendapatkan dana 
bantuan dari beberapa sector diantaranya dari sumbangan masyarakat, dana 
infak, shadaqah dan bantuan beberapa partai. Sedangkan pembangunan 
gedung memakan waktu 4 (empat) bulan dengan menghabiskan dana kurang 
lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pembangunan tersebut 
dilaksanakan siang dan malam hari. Siang hari dilakukan oleh tukang (kuli 
bangunan) dan malam hari dilakukan oleh masyarakat secara bergilir. 
Menurut Wahyono Inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat solidaritas 
masyarakat serta rasa memiliki terhadap gedung tersebut. 
Gedung tersebut berisi 4 (empat) ruangan belajar, 1 (satu) kantor dan 
kamar mandi. Kedepan menurut Wahyono akan dibangun musholla dan 
penambahan ruang pembelajaran, mengingat animo santri waktu demi waktu 
semakin meningkat, saat ini gedung tersebut difungsikan sebagai Taman 
Pendidikan al-Qur’an (TPA). Menurut Wahyono kedepan ada inisiatif untuk 
dikembangkan menjadi Play Group untuk pagi dan siang harinya. Sampai 
sekarang jumlah murid dan guru yang ada di TPA tersebut mencapai 146 
dengan perincian sebagai berikut: 78 santri putri, 56 santri putra, 7 ustadzah 
dan 5 ustad. 
Memang jumlah prosentase antara guru dan murid tidak sebanding 
oleh karena itu hal ini menjadi problem yang sedang dibahas akhir-akhir ini 
di lokasi tersebut. Persoalan yang muncul karena minimnya para putra putri 
terbaik desa yang enggan mengabdikan diri untuk mengajar di TPA tersebut, 
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mereka lebih asyik bekerja padahal masih banyak diantra mereka yang 
menguasai ilmu-ilmu agama. Sedangkan pengelola wakaf tidak mampu 
menggaji para guru, meskipun ada itupun haya sebatas dana lelah 
seikhlasnya. Sumbangan dana lelah tersebut didapat dari sumbangan 
masyarakat yang peduli dan hasil persewaan sisa tanah wakaf yang belum 
dibangun gedung dan disewakan kepada warga sekitar untuk berladang.
1
 
2. Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA) Desa Wonorejo 
Pada hari Rabu tanggal 24-01-2007 di hadapan kepala kantor KUA 
Syafi’ S.Ag, M.Ag, Ibu Sri Sunarti mengucapkan Ikrar Wakaf atas sebagian 
hartanya yang berupa tanah pekarangan seluas 124 m
2
 yang terletak di Desa 
Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo yang diperuntukkan 
sebagai tempat pendidikan.   
Adapun ynag diangkat sebagai Nadzirnya adalah Drs. Tri Byantoko 
seorang Guru (sebagai Ketua), Mufasil juga seorang Guru (sebagai 
Sekretaris), Sudarman pekerjaannya wiraswasta (sebagai Bendahara), 
Suyatno pekerjaannya wiraswasta (sebagai Anggota) dan Masrukhan Pegawai 
Negeri (sebagai Anggota). 
Dalam pengakuan Mufasil yang sempat penulis melakukan 
wawancara dengannya, bahwa Mufasil mengatakan terdapat 2 (dua) jenis 
tepat pendidikan yaitu TPA dan MADIN (Madrasah Diniyah), sedangkan 
                                                             
1 Wawancara dengan Wahyono, nadzir, pada tangggal 21 mei 2012. 
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realisasi pembangunan 2  gedung  tersebut memakan waktu 4 (empat) bulan. 
Dengan menghabiskan dana sekitar Rp. 54.000.000,00. Dana tersebut didapat 
dari berbagai sector, diantaranya: swadaya masyarakat, zakat, infaq, shadaqah 
dan yayasan Muhammadiyah. 
Sedangkan struktur bagunan tersebut terdapat 10 ruangan, dengan 
perincian 8 ruangan untuk belajar, 1 untuk kantor dan 1 untuk kamar mandi. 
Kedepan menurut Mufasil akan segera dibangun lagi untuk perluasan ruangan 
kelas, mengingat ruangan saat ini sudah tidak mewadahi jumlah anak didik. 
Sampai saat ini jumlah keseluruhan siswa mencapai 134 anak, dengan 
perincian  Putra 60 dan  Putri 77.  Sedangkan jumlah guru secara keseluruhan 
mencapai 11 orang yaitu 7 Putri dan 4 Putra.
2
 
3. Implementasi Wakaf di Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Desa Wonorejo  
Menurut Yunus selaku Direktur Pondok Pesantren Imam Syuhodo, 
terkait sejarah lahirnya Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo 
yang terletak di Desa Wonorejo, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah pada 
mulanya berawal dari pengurus Muhammadiyah cabang Blimbing menerima 
wakaf dari koperasi Batik Sukowati dari Bekonang Sukoharjo, yang sejak 
dahulu telah menjadi kawasan central batik Sukoharjo telah mewakafkan 
berupa tanah seluas 11.350 m
2
 sekitar tahun 1970an yang diamanatkan untuk 
membangun pesantren. Dalam mengembangkan harta wakaf para nadzir 
                                                             
2 Wawancara dengan Mufasil, Nadzir, pada tangggal 21 mei 2012.  
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waktu itu mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar untuk 
mendirikan pesantren. Setelah berjalan beberapa dekade, animo masyarakat 
semakin deras dalam membantu mewujudkan kesuksesan pesantren tersebut. 
untuk menggerakkan wakaf tersebut para nadzir menjalin kerjasama baik 
dengan wakif luar maupun dalam negeri. 
Dalam wawancara penulis dengan bapak Yunus, menurut klaimnya 
beberapa tahun yang lalu ada beberapa masyarakat yang mewakafkan 
tanahnya diantaranya wakaf dari Yarkoni Budi Tomo seluas 500 m2 yang 
terletak di Desa Jati Sobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo untuk 
keperluan lahan produktif yang didaftarkan pada tanggal 07 Oktober 2010 
dan di atas tanah wakaf dari Hudiyanto Sudiman seluas 660 m2 yang terletak 
di Desa Blimbing Rt. 05/04 Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto Kabupaten 
Sukoharjo  keduanya dikelola oleh Yayasan Muhammadiyah cabang 
Blimbing Sukoharjo. 
Selain itu para nadzir dalam mengembangkan pengelolaan wakaf juga 
menjalin hubungan dengan Kedubes Qatar di Jakarta. Hubungan ini bisa 
terjalin bermula dari tawaran mantan dubes luar negeri yang telah melanglang 
buana mulai dari jelajah kawasan timur hingga barat yaitu bapak Widodo 
Mahmud yang kediamannya di kampung Primban yang tidak jauh dari 
pesantren. Waktu itu pada saat beliau sedang berada di rumah, para nadzir 
berkunjung untuk bersilaturahmi ke rumah beliau. Oleh bapak Mahmud 
diperintahkan membuat proposal bantuan pengembangan wakaf, kemudian 
akan diantar dan didampingi bapak Mahmud menemui kedubes Qatar di 
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Jakarta, karena beliau mempunyai hubungan baik dengan Dubes tersebut. 
Selang beberapa waktu para nadzir mendapat informasi kalau pemerintah 
Qatar merespon permohonan dana tersebut dengan baik. 
Pada tanggal 10 November 2011 kemarin, Qatar resmi mengucurkan 
dana pengembangan wakaf yang diperuntukkan pada 1 (satu) paket 
pembangunan gedung dengan rincian pembangunan 1 (satu) masjid, 6 (enam) 
ruang kelas, 1 (satu) klinik kesehatan, 1 (satu) aula dan 3 pertokoan dengan 
kucuran dana wakaf sekitar Rp. 844.000.000,- sedangkan pembangunan 
tersebut menghabiskan dana Rp. 1.100.000.000,-  adapun kekurangannya 
ditutup oleh pesantren dan bantuan masyarakat. Selan itu sampai saat ini 
Qatar juga masih memberikan bantuan pendanaan (kafalah lil asatidz) bagi 
kesejahteraan beberapa ustad dan ustadah di pesantren tersebut dan juga 
membagikan 1000 mushaf al-Qur’an kepada masyarakat sekitar.  
Pesantren tersebut mempunyai beberapa unit sekolahan yaitu:  
a. Unit MTs ( Terakriditasi A ), 
b. Unit Takhosus,  
c. Unit SMA (Terakridatasi B) dan  
d. Unit SMK ( Jurusan Teknik Otomotif ) 
Sedangkan saat ini baru perintisan untuk mendirikan SD 
Muhammadiyah Imam Syuhodo. Saat ini untuk mendirikan SD 
Muhamadiyah Imam Syuhodo mendapatkan bantuan tanah wakaf dari H. 
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Bambang Sadono dan beberapa wakaf tunai dari H. Hadi Suyoto sedangkan 
kekurangannya akan ditutup oleh pesantren. 
Adapun jumlah keseluruhan santri saat ini mencapai 775 santri dengan 
perincian 525 santri mukim dan 250 santri laju (non-mukim). Pesantren 
tersebut juga mengalokasikan bantuan dana kepada santri yang tidak mampu 
sebanyak 10% dari jumlah total keseluruhan santri (kira-kira saat ini ada 55 
santri) dengan potongan  pembayaran 50% dari pembayaran SPP Rp. 
430.000,- perbulan.  
Selain mendapatkan bantuan dana wakaf berupa tanah, bantuan 
pembiayaan gedung dari Qatar, pondok tersebut juga kerap mendapatkan 
bantuan wakaf tunai dari masyarakat yang cukup banyak, misalnya dari bapak 
Hadi Suyoto yang pernah memberikan dana wakaf tunai sebesar Rp. 
1.500.000.000,- yang dibayarkan secara bertahap. Dengan bantuan harta 
wakaf kesemuanya itu para santri dibebaskan untuk membayar uang gedung 
pondok dan sekolahan. Sehingga santri hanya membayar kebutuhan 
operasional sekolah, makan dan kebutuhan primer lainnya di pondok sebesar 
Rp. 430.000,- perbulan. 
a. Pengasuh dan Tenaga Pendidik 
Pondok Pesantren Imam Syuhodo diasuh oleh para Alumni Pondok 
Pesantren Imam Syuhodo, dan beberapa Pondok yang lain. Serta dibantu 
oleh tenaga pendidik dari sarjana-sarjana UGM, UNS, UMS, IAIN, 
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Lulusan LIPIA Jakarta, Lulusan Al-Azhar Mesir, Lulusan Universitas 
Baghdad Irak.
3
 
b. Satuan Usaha Wakaf Produktif Pesantren 
Sejauh penelitian penulis  terdapat dua sector usaha produktif yang 
berada di pesantren Imam Syuhodo yaitu: 
1) Kopontren Manis (Mantap Istiqamah), yang membawahi beberapa 
bidang usaha seperti: 
a) Koperasi 
Sektor usaha ini menyediakan berbagai kebutuhan 
keseharian santri dan masyarakat umum. Koperasi ini berada di dua 
tempat yaitu pondok putera dan puteri, koperasi ini memenuhi 
berbagai hal kebutuhan santri misalnya berisi peralatan mandi, 
sekolah dan berbagai perlengkapan lainnya. 
b) Rental 
Sektor ini untuk memenuhi kebutuhan kegiatan tulis 
menulis yang menggunakan via komputer baik untuk santri 
maupun masyarakat umum. Aset yang terdapat di sektor ini berupa 
meja komputer, koputer, print dll. 
 
                                                             
3 Wawancara dengan Yunus, direktur pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo, pada 
tangggal 22 mei 2012.  
 
61 
 
c) Unit simpan pinjam 
Unit ini hanya diperuntukkan bagi anggota koperasi dengan 
pinjaman tanpa bunga. Namun pinjaman tersebut hanya dibatasi 
maksimal sampai 6 (enam) bulan (6 x angsuran). 
d) Unit usaha Murobahah 
Unit ini fokus pada jual beli barang secara kredit, menurut 
informasi yang penulis terima dari bapak Agus unit ini paling 
menonjol di koperasi. Pada laporan 2011 kemarin sudah 
mengeluarkan dana sekitar Rp. 30.000.000,- dengan keuntungan 
yang diterima sebesar Rp. 7.767.500,- 
e) Wartel 
Sektor ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 
komunikasi dengan jarak jauh, mengingat santri tidak 
diperbolehkan membawa Hand Phone. Sehingga hal ini sangat 
bermanfaat bagi santri untuk berkomunikasi dengan orang tua 
mereka masing-masing, dan sesuai kebutuhan. 
f) Kantin 
Sektor ini diharapkan untuk memenuhi kebutuhan jajan 
(makanan ringan) santri pada saat jam istirahat. Konsep kantin ini 
bekerjasama dengan masyarakat, maksudnya dengan masyarakat 
menyetor kebutuhan makanan atau jajan yang dititipkan kepada 
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pengelolakantin dengan akad mudharabah (labanya dibagi berdua 
sesuai kesepakatan). Kantin pesantren terdapat dua tempat yaitu 
pondok putera dan puteri. 
g) Tailor 
Bagian ini untuk memenuhi kebutuhan seragam santri,baik 
seragam sekolah maupun seragam pondok dan juga melayani untuk 
kebutuhan umum misalnya untuk reparasi pakaian yang rusak, 
membordir atribut seragam sekolah dll. Tailor ini diperuntukkan 
bagi santri maupun masyarakat umum. Unit ini selain melayani 
kebutuhan seragam santri juga berfungsi untuk pengadaan-
pengadaan seragam sekolah pesanan. 
Menurut bapak Agus selaku Ketua kopontren yang sempat 
penulis melakukan wawancara, kedepan akan dibuka sector usaha 
lainnya seperti hik malam, catering, foto copy dan warnet untuk 
memenuhi kebutuhan informasi santri, mengingat santri tidak boleh 
kalah dengan siswa luar pondok, santri harus berani berkompetisi 
dalam bidang Informasi dan Teknologi global. Saat ini para 
pengembang wakaf sedang melakukan pendekatan-pendekatan 
dengan para investor yang bersedia diajak bekerjasama dengan 
pondok. 
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2) Lahan produktif 
Di pesantren Imam Syuhodo terdapat pula wakaf dalam bentuk 
lahan produktif seluas 5000 m
2
 yang berwujud sawah. Lahan tersebut 
terletak di utara pondok pesantren dengan jarak kurang lebih 500 m 
dari pesantren. Para nadzir dalam mengembangkan wakaf lahan 
produktif ini bekerja sama dengan petani setempat dengan akad 
musyarakah. Pihak pesantren hanya menyediakan lahan sedangkan 
pihak petani melakukan pengolahan berikut menyediakan pupuk dan 
irigasinya. Pada intinya pesantren hanya memasrahkan lahan tersebut 
sedangkan pihak kedua (petani) melakukan pengolahan.
4
 
Dalam konteks ini pihak pesantren dan petani sama-sama 
menyepakati dengan bagi hasil 50% untuk masing-masing pihak. 
Sedangkan pola penanamannya disesuaikan dengan musim, terkadang 
padi, sayuran seperti kangkung, Cabe Merah, Mentimun maupun 
palawija. Hasil perolehan dari lahan produktif ini oleh pesantren 
diperuntukkan sebagai suplemen biaya operasional pondok. Misalnya 
untuk dana sarana prasarana, santunan biaya SPP bagi santri yang 
tidak mampu. Kedepan lahan tersebut menurut bapak Yunus akan 
dicoba untuk pemberdayaan tambak atau usaha lain yang lebih profit. 
Namun yang sangat disayangkan melihat harta benda wakaf yang 
begitu melimpah di pesantren tersebut belum ada satupun yang 
                                                             
4 Wawancara dengan Agus, direktur koperas manis, pada tangggal 22 mei 2012. 
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diasuransikan berdasarkan asuransi syariah. tentu hal ini sungguh 
sangat mengecewakan, mengingat begitu pentingnya lembaga asuransi 
syariah sebagai lembaga penjamin atas keselamatan harta benda wakaf 
dikemudian hari. 
Adapun daftar harta wakaf di pesantren Imam Syuhodo secara keseluruhan 
sebagaimana dalam kolom di bawah ini: 
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Data di atas masih hanya beberapa bagian artinya belum secara 
keseluruhan diaudit karena beberapa harta wakaf yang baru masih dalam tahap 
pendataan oleh nadzir waktu penulis melakukan penelitian di lapangan. Pada 
asasnya harta benda wakaf secara keseluruhan di pesantren Imam Syuhodo 
diperuntukkan pada kesejahteraan masyarakat melalui proses pendidikan oleh 
santri sebagai ujung tonggak penerus bangsa. Alur lembaga wakaf di Pesantren 
Imam Syuhodo dapat dicermati melalui bagan di bawah ini:  
 
 
 
 
 
 
Bagan di atas menggambarkan bahwa sumber wakaf dari masyarakat yang 
kemudian dikelola oleh lembaga wakaf pondok, dalam hal ini ada dikelola oleh 
Muhamadiyah Blimbing yang diwakilkan kepada para Nadzir. Kemudian Nadzir 
mengembangkan dalam bentuk usaha baik secara independen maupun 
bekerjasama dengan pihak kedua untuk mengembangkan harta tersebut dalam 
bentuk usaha. Hasil dari pada itu semua difungsikan untuk membantu beasiswa 
santri yang tidak mampu, pemugaran dan pelebaran gedung juga operasional 
pesantren yang sebagian dananya juga dari SPP santri. 
 
Masyarakat  
fisik 
 
Unit Usaha 
   
Lemba
ga 
Wakaf 
 
Sumber 
Wakaf 
Santri  
 
Non fisik 
 
Pendidikan 
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Dari pemaparan praktek pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di 
wilayah administrasi Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo diatas, penulis 
menemukan beberapa problematika yang harus segera diatasi agar pengelolaan 
dan pengembangan harta wakaf dapat berjalan secara maksimal, problem tersebut 
antara lain:  
1. Sempitnya pengetahuan masyarakat di Kecamatan Polokarto terhadap wacana 
perkembangan dunia wakaf. Memang masyarakat telah akrab dengan wakaf, 
namun pengetahuan masyarakat terhadap wakaf masih terbatas kepada wakaf  
yang tidak bergerak saja, yaitu wakaf tanah. Padahal wakaf telah mengalami 
perkembangan dan tampil dalam wujud lain, salah satunya berupa wakaf 
tunai atau segala bentuk harta lainnya yang mempunyai nilai manfaat tertentu 
yang menurut syara’ diperbolehkan. Meskipun di Polokarto juga terdapat 
transaksi wakaf tunai, namun praktek ini masih sangat sedikit. Oleh karena itu 
kedepan diharapkan akan lebih banyak lagi. Karena dengan wakaf tunai 
seluruh masyarakat dapat mewakafkan sebagian harta yang sesuai dengan 
kemampuannya masing-masing.   
2. Masih ada harta benda wakaf yang belum bersertifikat Data dari Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polokarto. Meskipun kasus ini hanya 
sedikit, namun persoalan ini perlu segera diatasi. 
3. Minimnya penyuluhan atau pendampingan dari Badan Wakaf Indonesia baik 
kepada Nadzir maupun masyarakat. Sebenarnya peran BWI dalam 
perkembangan wakaf di masyarakat sangat tinggi. Karena menginat bahwa 
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masyarakat secara umum baik wakif maupun Nadzir masih berfikiran secara 
tradisional dalam pola mengembangkan wakaf.  
4. Peruntukkan harta benda wakaf Wakif pada umumnya menginginkan harta 
benda yang ia wakafkan (misalnya tanah) dijadikan sebagai sarana ibadah, 
seperti Masjid, Musholla, gedung TPA atau kegiatan yang orientasinya masih 
berkutat pada tingkat konvensional. Bentuk dari peruntukkan harta benda 
wakaf yang semacam ini akan mempersulit Nadzir dalam mengelola dan 
mengembangkannya, karena Nadzir tidak banyak memiliki ruang gerak 
dalam kewenangannya sendiri. Setiap tindakannya selalu dibatasi oleh 
peruntukkan harta benda wakaf yang tertulis atau terucap dari wakif, maka 
tidak heran apabila masih banyak harta benda wakaf yang tidak diberdayakan 
dan dibiarkan terbengkalai tanpa memberikan hasil. Meskipun sebenarnya 
Nadzir diberikan wewenang untuk melakukan terobosan melakukan inovasi 
harta benda wakaf secara produktif namun tidak keluar dari akad tujuan 
wakif. Oleh karena itu dalam hal ini peran BWI untuk melakukan pencerahan 
maupun pendampingan sangat penting bagi perkembangan wakaf di 
Polokarto. 
 
B. Analisa Wakaf Produktif di KUA Polokarto Sukoharjo menurut UU No. 41 
Tahun 2004 
Pembahasan yang sering terdengar dalam masyarakat adalah mengenai 
aspek ekonomi, persoalan itu selalu hangat untuk dibicarakan, karena 
membicarakan ekonomi sama halnya membicarakan kebutuhan manusia untuk 
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hidup. Dalam hal ini Islam menawarkan beberapa konsep yang efektif diantaranya 
adalah zakat, wakaf, shadaqah, rikaz, nafaqah, infaq, dan masih banyak lagi 
konsep yang lainnya. Pada pembahasan ini penulis hanya akan membahas 
permasalahan wakaf, karena ia merupakan bentuk infaq yang sudah cukup lama 
muncul kepermukaan bumi bahkan sebelum datangnya Islam, walaupun ada 
perbedaan antara wakaf dalam Islam dan sebelumnya. Dalam Islam, wakaf adalah 
salah satu bentuk sumbangsih terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang 
mempunyai efek membentuk dan membina kepribadian yang arif dan juga 
sekaligus untuk tujuan-tujuan spiritual. 
Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, banyak pihak 
yang berharap agar Undang-undang Wakaf tersebut dapat berdampak positif bagi 
perkembangan wakaf di Indonesia. Dan sekarang setelah Undang-undang tersebut 
telah terbentuk, maka yang diperlukan selanjutnya adalah penyempurnaan system 
dan pola pengelolaan wakaf dan keberpihakkan pemerintah sebagai pemegang 
kebijakan nasional. Wakaf perlu dilihat dalam perspektif yang jauh ke depan, dan 
kelahiran Undang-undang Wakaf hanyalah salah satu pilar pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf agar berjalan lebih baik, di samping pilar 
lainnya yang harus dibangun bersama oleh umat Islam. Dengan adanya Undang-
undang Wakaf, maka pengelolaan dan pengembangan wakaf akan memperoleh 
dasar hukum yang lebih kuat serta dapat menampung perkembangan perwakafan 
di Tanah Air.  
Yang menjadi pertanyaan mendasar ialah, bagaimana menurut Undang-
undang No. 41 Tahun 2004 Bab V Pasal 42 dan 43 tentang pengelolaan dan 
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pengembangan harta benda wakaf terhadap pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf produktif di KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo? 
Selama ini KUA Kecamatan Polokarto telah menjalankan tugasnya 
sebagai badan yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor 
Kementerian Agama dibidang urusan Islam dalam wilayahnya cukup baik, namun 
karena KUA Kecamatan Polokarto memang tidak mempunyai wewenang untuk 
melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, maka KUA 
Kecamatan Polokarto tidak melakukannya, dalam hal wakaf memang mempunyai 
tugas untuk membantu dalam pensertifikatan tanah wakaf, namun dalam hal 
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf Nadzir wakaflah yang lebih 
berwenang. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 42 
disebutkan bahwa Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda 
wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya. Nadzir disini berwenang 
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dimana Nadzir tinggal dan 
ditunjuk oleh masyarakat. 
Sejauh penelitian penulis dalam menjalankan wewenangnya sebagai 
Nadzir, selama ini mereka tidak mendapat upah atau gaji dari siapapun, mereka 
hanya mengharap ridha dari Allah SWT. Seperti halnya para Nadzir dari yayasan 
Muhammadiyah di wilayah penelitian pesantren Imam Syuhodo, para nadzir 
disana memang dipilih oleh yayasan dari orang yang sudah tidak mempunyai 
keinginan untuk memperkaya diri dari hasil wakaf, artinya benar-benar orang 
ikhlas. Begitu pula dengan beberapa nadzir yang sempat penulis temui dalam 
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penelitian ini. Bahwa seluruh nadzir tidak ada yang digaji dalam melakukan 
pengelolaan harta wakaf. 
Dalam menjalankan kewajiban sebagai Nadzir, seperti yang tercantum 
dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 42, kewenangan yang dimiliki 
oleh Nadzir selalu dibatasi pada peruntukan wakaf yang tertulis pada Akta Ikrar 
Wakaf dengan kehendak wakif, sedangkan peruntukan-peruntukan yang sering 
ditemui oleh Nadzir wakaf selama ini hanya difungsikan sebagai Masjid, 
Musholla, Madrasah atau sekolah, Pondok Pesantren, dan fungsi-fungsi lain yang 
bersifat konsumtif. Namun meskipun demikian sekalipun wujudnya adalah 
pesantren, pola system pengelolaan wakaf yang diterapkan di lapangan 
menerapkan pola pengelolaan zakat produktif, sebagai mana di wilayah penelitian 
pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo. 
Prakteknya secara umum pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf secara tradisional masih dijalankan oleh para Nadzir di lingkungan KUA 
Kecamatan Polokarto. Praktek wakaf yang semacam inilah yang menyebabkan 
harta benda wakaf menjadi tidak berkembang dan cenderung menjadi harta benda 
yang bersifat konsumtif. Seperti di TPA Kersan desa Jati Sobo yang 
menghabiskan dana 30.000.000 dalam pembangunan gedung, yang seharusnya 
gedung seluas itu bisa dimaksimalkan dengan mengisi aktivitas tambahan dengan 
menambah Play Group di pagi harinya, mengingat pagi hari gedung itu tidak 
dimanfaatkan sama sekali. Begitu juga dengan TPA dan MADIN ynag berada di 
desa Wonorejo yang menghabiskan dana dalam pembangunan gedung mencapai 
54.000.000, seharusnya pembangunan gedung tersebut tidak seluruhnya dibuat 
71 
 
media pembelajaran. Namun bisa menyisihkan sebagian gedungnya untuk 
keperluan membuka toko buku atau kebutuhan siswa, kelontong, koperasi, BMT 
atau bisa dimanfaatkan sebagai wahana produktifitas lain yang dapat menopang 
pengembangan wakaf produktf yang sesuai dengan prinsip syariah (maqashidu 
assyari’).  Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 43 disebutkan 
bahwa: 
1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah. 
2. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud 
pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin 
syari'ah. 
Sementara dari keseluruhan yang penulis teliti, penulis belum menemukan 
satupun harta benda wakaf di Polokarto yang diasuransikan. Menurut beberapa 
pendapat terlalu ribet urusan tersebut. tentu ini disebabkan kurangnya pencerahan 
dari BWI yang kurang dalam mensosialisasikan pentingnya asuransi harta wakaf 
untuk menjamin keselamatan harta wakaf.  
Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Nadzir di 
lingkungan KUA Kecamatan Polokarto belum dapat menjalankan wewenangnya 
sebagai orang atau badan yang berwenang mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 belum secara 
sempurna. 
Menurut penulis dari seluruh harta yang sempat penulis teliti dari para 
nadzir hanya harta benda wakaf yang dikelola nadzir yang dari yayasan memang 
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yang terlihat produktif. Karena yayasan dalam melakukan pemilihan nadzir juga 
atas pertimbangan yang matang sesuai dengan kapasitasnya sebagai orang yang 
diamanatkan untuk mengelola asset umat tersebut. selain itu nadzir yang dari 
kalangan perorangan bisa dikatakan belum mampu melakukan pengelolaan wakaf 
secara produktif. Hal itu disebabkan karena beberapa persoalan, misalnya 
kurangnya pendampingan dari BWI baik bentuk dalam pengarahan maupun 
training-training khusus. Sementara yang dari yayasan, rata-rata dari mereka telah 
ada pembekalan dari organisasi maupun nadzirnya berasal dari orang-orang yang 
berkompeten sesuai kapasitasnya dalam mengembangkan wakaf produktif. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Bahwa secara umum praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo masih dilakukan 
secara langsung, yaitu masih berkutat pada wahana pendidikan (TPA, 
Madrasah Diniyah, Pesantren) dan tempat ibadah yang bersifat konsumtif 
(meminjam istilah Ahmad Dahlan yang berarti tidak bersystem produktif) . 
Meskipun terdapat pesantren seperti Imam Syuhodo yang sudah menerapkan 
pola pengelolaan wakaf produktif, namun secara umum harta wakaf di 
Polokarto masih banyak diterapkan secara konsumtif. Hal ini disebabkan 
karena beberapa faktor misalnya, lemahnya pengetahuan wakif dan nadzir 
mengenai wacana perkembangan pengelolaan wakaf. Tentu ini menjadi 
kewajiban Badan Wakaf Indonesia untuk lebih intensif dalam melakukan 
sosialisasi di masyarakat dan mendampingi nadzir dalam mengelola serta 
mengembangkan wakaf. Persoalan lainnya adalah banyak rekrutmen nadzir 
yang tidak sesuai dengan kompetensinya, tidak mempunyai baground yang 
memadai berdasarkan akad peruntukan wakaf. Kedepan tentunya dalam 
memilih nadzir harus dikualifikasi secara matang agar sesuai dengan 
profesionalisme mereka masing-masing.  
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2. Secara Yuridis pengelolaan tersebut tidak keluar dari jalur hukum yang 
berlaku. Namun pengelolaan akan lebih maksimal apabila para nadzir berani 
melakukan terobosan-terobosan untuk melakukan inovasi agar wakaf tersebut 
berkembang secara produktif serta tidak keluar dari akad peruntukannya. 
 
B. Saran 
Menurut penulis pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di 
wilayah administrasi Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dapat 
dilaksanakan secara maksimal apabila melaksanakan beberapa saran di bawah ini: 
1. Mentaati hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun Undang-undang 
yang telah diberlakukan oleh Negara Republik Indonesia secara maksimal. 
2. Memasyarakatkan bentuk dari pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf dengan bekerja sama cendikiawan, tokoh agama, dan masyarakat, agar 
harta benda wakaf yang sudah ada dapat diberdayakan secara maksimal. 
3. Memilih Nadzir dari orang yang berwawasan luas, sesuai kompetensi, hobi, 
paham terhadap situasi dan kondisi yang sedang dihadapi untuk 
mengembangkan wakaf produktif. 
4. Memberikan sosialisasi secara intensif mngenai wacana perkembangan 
pengelolaan harta benda wakaf kepada masyarakat khususnya (calon wakif) 
bentuk akad wakaf tidak hanya berkutat pada persoalan konvensional saja. 
 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Anshori, Abdul Ghofur, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, 
Yogyakarta: Pilar Media, 2006. 
Al-Alabij, Adijani, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, 
Jakarta: Rajawali, 1992. 
Daud Ali, Mohammad, Sistem Ekonomoi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI 
Press, 1998. 
Dahlan, Zaini, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, Yogyakarta: UII Press, 
1999. 
Djatnika, Rachmat, Wakaf Tanah, Surabaya: Al-Ikhlas, 1990. 
Edwin, Mustafa dan Uswatun Hasanah, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, 
Jakarta: UI, 2006. 
Fuady, Munir, Sejarah Hukum, cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. 
Halim, Abdul, Hukum Perwakafan di Indonesia, Ciputat: Ciputat Press, 2005. 
Kartika Sari, Elsi, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: PT. Gransindo, 
2007. 
Mubarok, Jaih, Wakaf Produktif, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008. 
Muttaqien, Dadan, Sidik Tono dan Amir Mu’allimim, Peradilan Agama dan 
Kompilasi Hukum Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 1999. 
Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: 
Kencana Prenada Media, 2006. 
Suhadi, Imam, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti 
Prima Yasa, 2002. 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, Jakarta: Harvarindo, 
2004. 
Wadjdy, Farid dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2007. 
Wawancara dengan Agus, direktur Koperasi Manis, pada tangggal 22 mei 2012. 
 
 
Wawancara dengan Yunus, direktur pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo, 
pada tangggal 22 mei 2012.  
Wawancara dengan Mufasil, Nadzir, pada tangggal 21 mei 2012.  
Wawancara dengan Wahyono, nadzir, pada tangggal 21 mei 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
